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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (QS. Alam Nasyrah: 6)

There are thousands to tell you it cannot be done
There are thousands to prophesy failure
But just take off your coat and go to it
Just start to sing as you tackle the thing
That cannot be done, and you'll do it
(Edgar Guest)

Skripsi ini ku persembahkan untuk:.

O Allah SWT
0 Keluargaku
0 Civitas Akademika Fakulias

Ekonomi Universitas Sriwijaya
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Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T, karena atas izinNya

jualah penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Penulisan skripsi ini mengambil judul Analisis Hubungan Antara
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Penerimaan PPh Wajib
Pajak Orang Pribadi. Di KPP Pratama Lubuk Linggau. Penulisan skripsi ini
dibagi dalam lima bab, terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Landasan Teori,
Bab III Metodologi Penelitian, Bab IV Analisis dan Pembahasan, dan Bab V

Kesimpulan dan Saran.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Linggau.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi
yang diukur melalui jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi dan jumlah
Surat Pemberitahuan PPh Tahunan Wajib Pajak tidak mempunyai hubungan yang
signifikan terhadap penerimaan PPh Wajib Pajak orang pribadi.

Penulis Berharap kiranya skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi
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Analisis Hubungan Antara Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan
Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama

Lubuk Linggau

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kepatuhan Wajib Pajak
orang pribadi mempunyai hubungan yang signifikan terhadap penerimaan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi. Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi
diukur melalui jumlah NPWP orang pribadi dan jumlah SPT yang disampaikan
oleh Wajib Pajak orang pribadi. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui perkembangan jumlah NPWP orang pribadi, jumlah SPT Wajib Pajak
orang pribadi dan penerimaan PPh Wajib Pajak orang pribadi. Penelitian ini
menggunakan data sekunder yang berasal dari KPP Pratama Lubuk Linggau dari
tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. Metode statistik yang digunakan untuk
penelitian ini adalah analisis koefisien korelasi ranking spearman.

Berdasarkan analisis koefisien korelasi ranking spearman, hasil yang
didapatkan menunjukan bahwa kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi tidak
mempunyai hubungan yang signifikan terhadap penerimaan PPh Wajib Pajak
orang pribadi. Hasil penelitian menunjukan bahwa selama 2007-2011, jumlah
NPWP orang pribadi meningkat sebesar 50,43 tiap tahunnya, jumlah SPT WPOP
meningkat sebesar 35,19% tiap tahunnya, dan jumlah penerimaan PPh meningkat
sebesar 18,49% per tahun kecuali pada tahun 2009.

Kata kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Penghasilan, NPWP dan SPT

Xiv



The Analysis of Relationship Between Individual Taxpayer Compliance and

Individual Taxpayer Income Tax At KPP Pratama Lubuk Linggau

ABSTRACT

This research intends to know whether individual taxpayer compliance
had significant relationship toward individual taxpayer income tax. Individual
taxpayer compliance is measured by amount of NPWP for individual taxpayer and
amount of individual taxpayer SPT were reported. Furthermore, this research
intends to know the development of amount of NPWP, the development of
amount of individual taxpayer SPT and the development of individual taxpayer
income tax. This research uses the secondary data which was obtained from KPP
Pratama Lubuk Linggau, for the year from 2007 until 2011. Statistical method
used for this research is the method of spearman correlation rank test

Based on calculation of the method of spearman correlation rank test, the
obtained result shows that individual taxpayer compliance didn’t have significant
relationship toward individual taxpayer income tax. This research result shows
since 2007-2011, amount of NPWP for individual taxpayer increased 50,43 %
every year, amount of individual taxpayer SPT increased 35,19% every year, and
amount of individual taxpayer income tax increased 18,49% except in 2009.

Keyword: taxpayer compliance, income tax, NPWP, SPT
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merupakan tujuan
nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945 dan pembangunan nasional merupakan salah satu
cara untuk mewujudkan tujuan tersebut. Pembangunan nasional adalah kegiatan
yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Agusti & Herawaty, 2009). Dalam
melaksanakan pembangunan nasional, masalah pembiayaan menjadi sangat vital.
Pemerintah mengandalkan dua sumber pokok penerimaan negara untuk mengatasi
masalah pembiayaan yaitu penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam
negeri terdiri atas penerimaan negara dari sektor pajak dan penerimaan negara
bukan pajak.

Dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis
Besar Haluan Negara disebutkan bahwa pelaksanaan pembangunan nasional harus
berlandaskan kemampuan sendiri sedangkan bantuan luar negeri dalam bentuk
hibah dan pinjaman luar negeri hanya sebagai pelengkap. Hal ini menekankan
bahwa pemeriqtah harus mampu mengoptimalkan sumber penerimaan dalam
negeri. Diantara dua komponen utama penerimaan dalam negeri, penerimaan
negara dari sektor pajaklah merupakan sumber penerimaan yang potensial.

Pemerintah senantiasa berupaya meningkatkan penerimaan negara dari

sektor perpajakan, upaya yang dilakukan pemerintah ini terlihat dari penetapan



target penerimaan pajak yang selalu meningkat dari tahun ke tahunnya.
Berdasarkan data pokok Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara periode 2005-
2012, dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir target penerimaan negara dari
sektor pajak selalu mengalami peningkatan rata-rata sebesar 23% setiap tahunnya.
Selain itu, dalam kurun waktu lima tahun yaitu sejak tahun 2006 sampai dengan
2010, pajak telah menjadi sumber utama pendapatan negara dengan berkontribusi
sekitar 60% per tahun terhadap penerimaan negara. Ini berarti pajak telah
mengalahkan penerimaan negara dari sektor bukan pajak seperti penerimaan dari
sektor minyak dan gas yang sebelumnya telah menjadi primadona pendapatan
negara.

Pemerintah Republik Indonesia telah menyadari potensi pajak sebagai
sumber utama pendapatan negara yang dapat diandalkan. Kesadaraan ini ditindak-
lanjuti dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari
sektor pajak melalui reformasi perpajakan. Pada intinya reformasi mengubah
sistem perpajakan di Indonesia dari official assessment system menjadi self
assessment system (Agusti & Herawaty, 2009). Dalam official assessment system
tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah dan
memberikan wewenang kepada fiskus pajak untuk menentukan besarnya pajak
yang terutang Wajib Pajak dan Wajib Pajak bersifat pasif. Sedangkan dalam
sistem self assessment system, pemerintah menempatkan subyek pajak pada
kedudukan yang menentukan karena Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk
melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kewajiban sebagaimana dimaksud undang-undang adalah kewajiban

Wajib Pajak mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP, mengambil sendiri



formulir SPT, mengisi dengan lengkap, jelas, dan benar SPT tersebut, menghitung
sendiri pajak terutang dengan jujur, mengadakan pembukuan, memperlihatkan
pembukuan dan data lainya serta membayar pajak tersebut tepat pada waktunya.
Self assessment system dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan yang
diharapkan pemerintah, apabila Wajib Pajak patuh terhadap Undang-Undang
Perpajakan karena kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela
merupakan tulang punggung self assessment system (Agusti & Herawaty, 2009).
Wajib Pajak bisa dikatakan patuh apabila ia bertanggung jawab menetapkan
sendiri kewajiban perpajakanya secara akurat dan tepat waktu membayar serta
melaporkan pajaknya tersebut.

Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting di seluruh dunia,
baik di negara maju maupun di negara berkembang karena jika Wajib Pajak tidak
patuh maka akan melakukan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran,
pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak (Suparto, 2007). Pada akhirnya
tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan negara berkurang. Oleh karena
itulah, Direktorat Jenderal Pajak menganggap kepatuhan Wajib Pajak sebagai
faktor utama dalam mempengaruhi realisasi penerimaan negara sehingga
Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan
masyarakat dalam bidang perpajakan salah satunya melalui kerjasama dengan
Ikatan Akuntan Indonesia.

Kerjasama tersebut disepakati dalam penandatanganan nota kesepahaman
antara Direktur Jenderal Pajak dan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan
Indonesia. Direktur Jenderal Pajak berharap Akuntan Indonesia dapat berperan

dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dengan memberikan pencerahan



- kepada masyarakat terhadap isu tindak pidana korupsi dan mendorong
peningkatan kualitas transparansi, good governance, akuntabilitas, serta
membangun pemerintahan kredibel, dan berwibawa. Selain dengan Ikatan
Akuntan Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan kerjasama dengan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Kerjasama ini
ditandai dengan kesepakatan penukaran data dan informasi yang berkualitas
dengan tujuan yaitu untuk memudahkan Unit Pelayanan Pengadaan melakukan
evaluasi kualifikasi melalui pengecekan NPWP dan kepatuhan pajak dari
penyedia barang dan jasa, mempermudah proses verifikasi perpajakan, dan
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi
sistem administrasi suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum
perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak (Suparto, 2007). Sistem
administrasi perpajakan di Indonesia juga terus mengalami perbaikan dan
Direktorat Jenderal Pajak telah menerapkan sistem administrasi perpajakan
modern dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Modernisasi sistem
administrasi perpajakan meliputi modernisasi Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor
Wilayah agar memenuhi tuntutan pelayanan yang baik dalam kerangka good
governance. Selain itu dilakukan modernisasi paradigma organisasi berdasarkan
fungsi yakni pélayanan, penagihan, penyidikan dan lainya sehingga dengan sistem
administarasi perpajakan yang modern tidak ada lagi bidang atau seksi yang
khusus menangani jenis pajak tertentu. Pelaksanaan sistem administrasi

perpajakan modern diyakini dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada



Wajib Pajak. Pemberian pclayanan yang sebaik mungkin diharapkan dapat
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakanya.

Upaya lainya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yaitu dengan melalui kegiatan intensifikasi
dan ektensifikasi (Pratiwi, 2011). Kegiatan ektensifikasi Wajib Pajak adalah
kegiatan yang dilakukan secara terpadu untuk menemukan adanya indikasi potensi
pajak yang belum tergali dan dimaksudkan untuk menambah jumlah Wajib Pajak
yang terdaftar terutama Wajib Pajak orang pribadi sedangkan kegiatan
intensifikasi adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan
penerimaan pajak dari Wajib Pajak yang telah terdaftar. Dengan langkah yang
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan
Wajib Pajak menimbulkan pertanyaan. bagi peneliti yaitu apakah benar kepatuhan
Wajib Pajak memiliki hubungan yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak
Penghasilan.

Menurut Numantu (2008:150), kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi
dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk
melaporkan Surat Pemberitahuan, dan kepatuhan dalam penghitungan dan
pembayaran pajak terutang. Oleh sebab itu, kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi
dalam penelitian ini diindentifikasi melalui jumlah Wajib Pajak orang pribadi
yang mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak yaitu diukur melalui jumlah
Nomor Pokok Wajib Pajak di KPP Pratama Lubuk Linggau dan Surat
Pemberitahuan PPh Tahunan yang dilaporkan tepat waktu oleh Wajib Pajak orang
pribadi. Selain itu, Pajak Penghasilan dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini

karena menurut Numantu (2008:167), Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak



subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan.
Ini berarti kewajiban pajak tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada subjek pajak
lainya sehingga kesadaran dan kepatuhan subjek pajak sangat diperlukan.
Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian
yang dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul “Analisis Hubungan Antara
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Penerimaan Pajak Penghasilan

Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Linggau”.

1.2. PERUMUSAN MASALAH
Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

a Bagaimana perkembar}gan jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak orang
pribadi, jumlah SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi, dan
penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Linggau?

b. Apakah kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi mempunyai hubungan yang
signifikan dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang

pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Linggau?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan maka tujuan
yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu
a. Untuk mengetahui perkembangan jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak

orang pribadi, jumlah SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi, dan



penerimaan PPh Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Lubuk
Linggau.

b. Untuk memperoleh bukti empiris tentang hubungan kepatuhan Wajib
Pajak orang pribadi dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak

orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Linggau.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini ada dua yaitu
manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya adalah hasil penelitian
ini diharapkan dapat menambah wawasan para akademisi dan dapat dijadikan
salah satu referensi atau bahan rujukan untuk penelitian yang lebih lanjut yang
mengambil objek penelitian yang sama sedangkan manfaat praktis yang
diharapkan yaitu hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Direktorat
Jenderal Pajak dalam menjawab keyakinan Direktorat Jenderal Pajak atas

hubungan kepatuhan Wajib Pajak dengan penerimaan pajak.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan yang dilakukan dalam skripsi ini terdiri dari lima
bab yaitu :
BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan apa yang melatar-belakangi
penulis melakukan penelitian dan alasan pemilihan judul selain itu juga di dalam
bab satu ini diuraikan rumusan permasalahan penelitian, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.




BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan dengan pokok
pembahasan yang dijadikan dasar bagi penulis dalam melakukan pembahasan dan
analisis masalah yang ada. Oleh karena itu, pada bab ini akan diuraikan teori-teori
yang berkaitan dengan dasar-dasar umum perpajakan, kepatuhan Wajib Pajak,
Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan, dan Pajak Penghasilan Orang
Pribadi. Selain itu juga, bab ini memuat uraian sistematik penelitian terdahulu,
kerangka konseptual penelitian, dan hipotesis penelitian.
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam
skripsi ini meliputi ruang lingkup penelitian, jenis penelitian, metode
pengumpulan data, jenis dan sumber data, variabel-variabel yang digunakan
dalam perielitian, analisis data. Analisis data memuat prosedur pengujian variabel-
varabiel yang dilakukan.
BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tentang data dan fakta yang diperoleh berkaitan
dengan permasalahan dalam skripsi ini, analisis dengan metode kualitatif dengan
teori-teori yang telah ada, serta dicari alternatif pemecahan masalah.
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memaparkan kesimpulan dari seluruh pembahasan dalam

penelitian dan berisi saran berdasarkan pembahasan data dan informasi yang telah

dilakukan.
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